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SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - INSPEKTORAT JENDERAL
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Adi Nursanthyasto
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama 2Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan . Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ¥% Desember 2023
Piha Pertama/ Pihak Kedua
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BIMO ADI NURSANTHYASTO Ir. T. ISKANDAR, M.T.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - INSPEKTORAT JENDERAL REVISI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

(1)

PROGRAM: Dukungan Manajemen

KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

(2)

SASARAN KEGIATAN 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan 4
1 Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan 1
2 Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan 3
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan
SASARAN KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 91,00%
1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 92,00%
2 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 82,00%
3 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 90,00%
4  Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 90,00%
5 Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR A
6  Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP 4
7  Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan 1
8  Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern 1
9  Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal 75,00%
10  Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP) 3
11 Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI 2
12 Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR 100,00%
Kegiatan Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Rp 381.500.000
2. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Rp 68.449.440.000
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